MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKS! INSPEKTORAT TAHUN 2025

PROGRAM/
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INDIKATOR
KEGIATAN

TARGET KEGIATAN

RENCANA AKS!

‘Anggaran (Rp)

Faktor Pendukung/Faktor Penghambat

Pemecahan Masalah

Faktor Pendukung/Faktor Penghambat

Meningkatnya Persentase %8 Monitoring center for Telah dittapkan SK Bupati tentang Tim MC? 1 Hukan koordinasi yang baik [Tela ditetapkan SK Bupat tentang Tim MCP Diperlukan koo ang baik
capaian prevention (MCP) Kabupaten T pada unit kerja agar [abupaten e Kerja agar
penyelenggaraan  [Vonitoring pakan upaya yang pemenuhan dola X omunikasi antar Perangkat Daerah calam upava | cemmenuhan dokumen rencana aksi
pemerintah daerah [Center For dilaleukan oleh KPK R lpemenuhan ndikator dolam P dapat dilaksanakan [ % 1 P P Koroupah dan Stranas PK dapat cilakukan
frovenen [untuk mendorong dengan ik cengan lbin bk, dengon ik cengan lebih bk,
pencegahan korupsi 2. Diharapkan agar setiap unit kerja Diharapkan agar setiap unit kerja
melalui upaya-upaya dapat menyampaikan dokumen rencana dapat menyampaikan dokumen rencana
preventif dengan akcsi sesuai dengan waktu yang telah aksi scsuai dengan waktu yang telah
melakukan intervensi. Ada ditetapkan ditetapkan
8 arca yang dilakukan
intervensi, yaitu
perencanaan
penganggaran, pengadaan
Moturtos SPIP | 342 Niai | Penilaian maniritas SPIP T Belum sermua OFD dan personil mengerti |1, Perlu diadakan Bimick dan T.Belum semua OPD dan personil mengerti | 1. Pertu diadakan Bimtck dan - - a
atas unsur-unsur SPIP akan pentingaya SPIP; pendampingan penyusunan rencana akan pentingaya SPIP; pendampingan penyusunan rencana
yang didukung olch 2 Pergescran / mutasi pegawai menghambat | Tindak Pengendalian sccara rutin kepada 2 Pergescran / mutasi pegawai menghambat  |Tindak Pengendalian secara rutin kepada
semua PD di Kabupaten Rencana Tindak Peng Rencana Tindak
Temanggung Perangicat Dacrah (RTP) schi hami penyusunan Perangkat Dacrah (RTP) hami penyusunan
refresh atas informasi terkait SPIP kepada |Risk Register dan RTP; refresh atas informasi terkait SPIP kepada |Risk Register dan RTP;
Perangkat Dacrah; 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas Perangkat Dacrah; 2. Perlu dilakukan evaluasi olch APIP atas
3. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak 3. APIP bel atas Rencana Tindak
SPIP lurah, SPIP sccara menyeluruh,
terbentur dengan terbatasnya sumber daya | 3. Perlu dilakukan » daya |3 Perlu dilakukan Self Assesment atas
manusia; pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten manusia; pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten
4. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun |Temanggung secara rutin ( 1x setahun) 4. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun |Temanggung secara rutin ( 1x setahun) s a
2008 tentang Sistem Pengendalian Intem | 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem | 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi,
Pemerintah *SPI adalah integral dan s Pemerintah *SPI adalah integral dan e
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan | Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan | Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada
sccara terus mencrus oleh pimpinan dan  |OPD sccara terus menerus oleh pimpinan dan  |OPD
scluruh pegawai untuk memberikan scluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan organisasi melalui kegiatan yang cfektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, efisicn, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap perauran perundang-undangan, teshadap peraturan perundang-undangan,
indeks Eekiiias| 293 Nial [indcks Hiektivitas 1_Belum dilakukan penctapan 1) Peningiatian Kompetenst auditor 1 Belum dilakukan penetapan 1) Peningkatian Kompetenst auditor a a -
engendalian Pengendalian Korupsi Kebijakan /Standard Operating Procedure |investigasi yang mendukung Kebijalan /Standard Operating Procedure  [investigasi yang mendukung,
Korupsi (1EPK) adalah scbuah (SOP) yang eksplisit terkait antikorupsi; penugasan pengukuran IEPK. (SOF) yang cksplisit terkait antikorupsi; penugasan pengukuran IEPK.
model pengukuran 2. Perlu meningkatkan persepsi pegavai 2) Upaya peningkatan IEPK secara 2. Perlu meningkatkan persepsi pegawai 2) Upaya peningkatan [EPK secara
Eeeicivitas Pengendalian terhadap keberadaan peraturan dan hukum  |terintegrasi dengan upaya terhadap keberadaan peraturan dan hukum  |terintegrasi dengan upaya
Korupsi di Instansi dan scbagai hal yang penting dalam pengami peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas scbagai hal yang penting dalam pengambilan | peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas
Badan Usaha Pemerintah keputusan di organisasi pemerintah dacrah | Aparat keputusan di organisasi pemerintah dacrah | Aparat
dan sebuah upaya 3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran | Pengawasan Intern Pemerintah (APIP] 3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran | Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
mengkuantificasi antikorupsi kepada pihak internal belum antikorupsi kepada pihak intemalbelum | 28
[kemajuan pengelolaan dilakulcan; 3) Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti dilakulcan; 3) Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti
risiko Korupsi di dalam 4 Penilaian risiko korupsi belum dilakukan; | penting pencegahan . Penilaian risiko korupsi belum dilakukan; | penting pencegahan
organisasi serta 5 Komitmen. pimpinan terkait perilaku Korupsi yang efekiif dan IEPK menjadi 5 Komitmen. pimpinan terkait perilaku Korupsi yang efektifdan [EPK menjadi
memberikan pemahaman antikorupsi dalam proses pengambilan dasar bagi perbaikan antikorupsi dalam proses pengambilan dasar bagi perbaikan
terkait dengan keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan; | tata kelola, peningkatan efektivitas keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan; | tata kelola, peningkatan cfektivitas
pencegahan, pengelolaan 6. Desain penyelenggaraan pengendalian | manajemen risiko dan 6. Desain penyelenggaraan pengendalian | manajemen risiko dan
atau Pengendalian Korupsi yang masih memerlukan perbaikan | pengguatan pengendalian anti korupsi. korupsi yang masih memerlukan perbaikan | pengguatan pengendalian anti korupsi,
[Korupsi.JEPK merupakan
salah satu unsur dalam
Kapabilitas APIP | 3 Level [Kapabilitas APIP adalan Ferangkat Dacrah terkait terlambat dalam | (1) menctapkan kebijakan pemberian Ferangkat Dacrah terkait terlambat dalam | (1) menctapkan kebijakan pemberian - - 3
kemampuan untuk memberikan dokumen yang dibutubkan | penghargaan dalam peningkatan kapabilitas memberikan dokumen yang dibutuhian dalam peningkatan kapabili
[melaksanakan tugas-tugas untuk pemenuhan rencana aksi, schingga | APIP sebagai stimulan bagi Inspektorat untuk pemenuhan rencana aksi, schingga | APIP scbagai stimulan bagi Inspektorat
pengawasan yang terdiri capaian baru Kabupaten T capaian baru Kabupaten T tebin
dari akchir Semester. Hal ini disebabkan: Hal ini discbabkan: bersemangat dalam meningkatkan
tiga unsur yang saling 1. Kompetensi SDM belum memadai’ kapabilitasnya; 1. Kompetensi SDM bel dai’
terkait yaitu kapasitas, 2. bel a 2. bel a
kewenangan, dan 3. Kurangnya komitmen penambahan dana operasional yang 3. Komit yang
Kompetensi Sumber Daya 4. kurangnya komunikasi memadai sebesar 1% dari APBD; 4. kurangnya komunikasi memadai sebesar 1% dari APBD;
Manusia (SDM) yang. 5. Anggaran belum memadai 3) menetapkan mekanisme pemberian 5. Anggaran belum memadai (3) menetapkan mekanisme pemberian
harus dimiliki APIP agar 6. Perencanaan kegiatan belum memadai | reward /penghargaan bagi pegawai yang, 6. Percncanaan kegiatan belum memadai | reward penghargaan bagi pegawai yang
dapat mewujudkan 7. Sistem informasi tindak lanjut hasil berkinerja memuaskan; 7. Sistem informasi tindak lanjut hasil berlinerja memuaskan;
perannya secara cfekti, pengawasan bel evaluasi intern dan pengavasan bel evaluasi intern dan
ckstern melalui kegiatan Progeam Jaminan ekstern melalui kegiatan Progeam Jaminan - - -
Kualitas dan Peningkatan (Quality Kualitas dan Peningkatan (Quality
Assurance and Improvement Program/QAIP) |Assurance and Improvement Program/QATP)
dan Telash Scjawat guna menjamin mutu dan Telash Scjavwat guna menjamin mutu
dan kualitas audit Inspektorat Kabupaten dan kualitas audit Inspektorat Kabupaten
Temanggung; (5 melakukan reviu atas Temanggung; (5) melakukan reviu atas
Internal Audit Charter; Internal Audit Charter;
(6) melakukan penyegaran kembali (6) melakukan penyegaran kembali
terhadap Satuan Tugas Peningkatan terhadap Satuan Tugas Peningkatan
Kapabilitas APIP dengan memperhatikan Kapabilitas APIP dengan memperhatikan
kompetensi dari masing-masing anggota kompetensi dari masing:masing anggota
e il Pendorong 1 Perlu dGadakon Bimitek an pendompingan Pendorong
1
penyelenggaraan spipyaitu epads peranglat daerah, mengingat beum semua SPIPyaitu
pemerintah daerah Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang 010, tent
(dengan incikator Penyelenggaraan Sistem Pengendalian ntern dan RTP: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern
Baru) [Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung 2 Temanggung
-perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk ~|%e7<21 Tindak Pengendatian; -perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk
> pelaksanaan Penyelenggaraan Sitem pengendalian
intem Pemerintah (UCLAK SPP) i inglungan ~[1°247
lpemkab Temanggun; N pemkab Temanggun;
’ edoman ’ 77 edoman
Pengelolzan Resiko Pemda epado 07D Pengelolaan Resiko Pemda
2. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh 2. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh
[APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng. [APIP dan 82K Perwaldlan Provins ateng
Penghambat penghambat
1. Dokumen perencanaan yang ada belum 1. Dokumen perencanaan yang ada belum
menyaiikan informasi yang berkaitan dengan kinerja menyajikan informasi yang berkatan dengan kinerja
oidan lin (crosscuting) bidan lain (crosscuting)
2.8elum ada rapat rutin/money tiwulanan atau 2.8elum ada rapat rutin/monev tiwlanan atau
semesteran yang dipimpin oleh Inspektur semesteran yang dipimpin oleh Inspektur
3. Belum ada dokumen/notulen rapat mengenai 3. Belum ada dokumen/notulen rapat mengenai
laporan kineria laporan kineria
Kapabilitas APIP | 3001 Level 3 a 1] Perningiatkan kompetens auditor investigas Pendoron

Pendorong
1) Ve

untuk peningkatan penilaian IEPK.
2) Menyempurnakan Renstra OPD untuk

kan secara
tertulis kebijakan antikorupsi.

penugasan pengukuran IEPK.
2

1) Menyusun, melengkapi dan melakuken

dengan upaya
peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas
Aparat

3)

2) Menyempurnakan Renstra OPD untuk

tertulis kebijakan antikorupsi.
3) Menyempurnakan profil fisiko OPD dengan

melakukan 28 melakukan
dentifik arti penting identifikasi, analisis, peta risiko dan rencana tindak
pengendalian atas risiko korupsi. lpencegahan pengendalian atas risiko korupsi,

4 es korupsi yang efektif agi 4)

5) Mendorong pimpinan satuan kerja untuk perbai 5) Mendorong pimpinan satuan kerja untuk

imenyusun

isiko

korupsi, serta standar perilaku terkait Pengendalian
Fraud ci

lingkungan Pemerintah Daerah.

6) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem
lpengendalian pada

kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/
perbuatan yang

sama tidak terulang.

nghambat:

1. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard

pengguatan pengendalian anti korupsi

ikan
tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen

usun
pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola
fisiko

korupsi, serta standar perilaku terkait Pengendalian
Fraud di

lingkungan Pemerintah Daerah.

6) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem
pengendalian pada

kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/
perbuatan yang

sama tidak terulang.
penghambat:
1. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard




antikorupsi;
2 Perlu meningkatkan persepsi pegawai terhadap.
keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang.
lpenting dalam pengambilan keputusan di organisasi
lpemerintah daerah

3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran
Jantikorupsi kepada pihak internal, belum dilakukan;
4 penilaian isiko korupsi belu dilakukan;
5.Komitmen. pimpinan terkait perilaku antikorupsi
(dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari
lperlu ditingkatkan;

6. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi
ang masih memerlukan perbaikan

antikorupsi;

2 perlu meningkatkan persepsi pegawai terhadap
keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang
penting dalam pengambilan keputusan di organisasi
pemerintah daerah

3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran
antikorupsi kepada pihak internal, belum dilakukan;
4 penilaian isiko korupsi belum dilakukan;

5 Komitmen. pimpinan terkait perilaku antikorupsi
dalam proses pengambilan keputusan sehari-har
perlu ditingkatkan;

6. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi
Iyang masih memeriukan perbaikan

deks Erektfitas| 3001 Nial 3000 3.000/3000 Pendorong 1] Peringiatkan kompetens auditor investigas 3000 [pendorong
pengendalian 1) v pen 1)
upsi lpemutahiran dokumen untuk peningkatan penlaian
ek dengan upaya peningkatan maturitas SPIP dan Pk
2 = 2)
secara tertulis kebijakan antikorupsi aerp) secara tertulis kebijakan antikorupsi.
3 atiperting. 3) Menyempurnakan proflisko OPD dengan
lisis, peta risiko penceganan melakukan identifkasi, analiss,peta isiko dan
i i perbaikan tata kelola, rencana tindak pengendaian atas isiko korupsi
2 e )
5 5) Mendorong pimpinan satuan kerja untuk
menyusun pernyatazan kebijakan, penetapan struktr menyusun peryataan kebijakan, penetapan struktur
pengelola isiko korupsi,seta standar perilaku pengelola risiko korupsi,serta standar perilak
terkait Pengendalian Fraud dilingkungan Pemerintah terkait Pengendalian Fraud dilingkungan Pemerintah
aerah.
) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem ) Melakukan perbakan-perbaikan sistem
engendalian pada kejadian-kejadian korupsi pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi
sehingga kejadian/ perbuatan yang sama tidak sehingaa kejodian/ perbuatan yang sama tidak
fterulan. terulang.
Penghambat: penghambat:
1. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard 1. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard
(Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait Operating Procedure (0P) yang eksplisit terkait
antikorupsi; antikorupsi;
2. Perlu meninghatkan persepsi pegowa terhadap > Pertu meningkatkan persepsi pegowa terhadap
eberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang Keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang
enting dalam pengamblian keputusan di organisas! penting dalam pengambllan keputusan di oganisas!
lpemerintah daerah ppemerintah daerah
A 3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi
kepada pihak internal belum dilakukan;
Japenilaian rsiko korupsi belum dilakukan; Japenilaian rsiko korupsi belum dilakukan;
5 Komitmen. pimpinan terkaitperilaku antikorupsi 5 Komitmen. pimpinan terkaitperilaku antikorupsi
dalam proses pengambilan keputusan sehari-harl dalam proses pengambilan keputusan sehar-hari
pertu ditingkatkan pertu ditingkatkan;
6. Desain penyelengaaraan pengendalian korupsi 6. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi
yang masih memerlukan perbaikan |yang masih memerlukan perbaikan
Nifat TN ® Angka  [Nilai rata rata IKN dart hasi oigs [o1ss  [sLss(Angkal |- oiss
perangkat v
Daerah peranghat dacrah/organisasi
penyelenggara pelayanan
publik
Nifal AKIP B A 7 w5 [mBAga | Pendukung; T Memperbaiki dokumen perencancan dengan [78.15 Pendukune:
perangkat 1 1. Dokumen perencanaan telah memenuhi standar
vane baik 2. Mendokumentasikan rapat capaian monev [vang baik
2 i 2. kebutuhan
dalam mewujudkan Kinerja secara efekif dan inspektur dalam mewujudkan Kinerjasecara efekif dan
efisien, 3 efisien, telah dilakukan secara berjenjang dan
berkelanjutan inerja berkelanjutan
Penghambat penghambat
1. Dokumen perencanaan yang ada belum 1. Dokumen perencanaan yang ada belum
menyajikan informasi yang berkaitan dengan kinerja menyajikan informasi yang berkaitan dengan kinerja
oidan lin (crosscuting) bidang lain (crosscuting)
2.Belum ada rapat rutin/monev triwulanan atau 2.Belum ada rapat rutin/monev trwulanan atau
semesteran yang dipimpin oleh Inspekiur
3. Belum ada dokumen/notulen rapat mengenai 3.Belum ada dokumen/notulen rapat mengenai
laporan kineria laporan kineria

Program 4353,176,000

Penyelenggaraan

Pengawasan

Penyelenggaraan 3,153,176,000

Pengawasan Intemal

Zlaporan [Pelaksanaan Audit Kinerja 350,000,000 1 i VieTakur. TN N o T [N
Hasil asil Aucit i
Pengawasan loptimal proses bisnis optimal proses bisnis
in
T20 aporan _|Pelaksanaan Pra Evaluasi AKIP Towoowo| | & 1 g 32 [pendorong pedoman teknis |1 En T melsksanak 3
Hasil Reviu pengawasan d dan PPUPD; d kegiatan fasiliasi atau o hadap Auditor dan PPUPD; pelaksanaan pemeriksaan, adanya Tim Pengavasan
Laporan Kinerja Pelaksanaan Tindak Lanjut Irban | terdiridar dan PPUPD 2 dan koordinasi rban  erdii dari Auditor dan PPUPD lpendampingan pengawasan; Irban  erciridari Auitordan PPUPD Auditor dan PPUPD
HasilEvaluasi AKIP Tahun o lPenghambat yang [2. Reviu atou Penghambat : Belum semua pemeriksa memahami
2026 Revlu LPPD TA 2020, Audit a3 10 pengawasan karena keterbatasan kompetensi yang
|SPBE, Reviu Perubahan RKI 3 lAuditor dan
2025, Reviu RPIMD, Evaluasi PrpT tindaklanjuti; et
IAKIP Ta 2025, Reviu Perubahan !
RKPD Ke Il 2025, Reviu RKPD. lpenyelesaian tugas tindakianjut; penyelesaian tuges, Dokumen Perencanaan [indaklanjuti; schingaa memperiambat penyelesaian tugas,
2026, Reviu Renstra, Reviu 4. pelaksanaon pengawasan dilaksanakan oleh 5 s
Pelayanan Publik, Auit atas i rban, misal Evaluasi SAKIP sehingga menghambat pelaksanaan reviu melalui e-
Pelaksanaan Perjalanan Dinas 3 -
Perangkat Daerah dengan
|Anggaran Tertinggi, Reviu
Pelaksanaan Rekutmen,
Promosi, Mutasi ASN,
vonitoring
(coNs/PPPK

Revia Laporan [iumiah Laporan Tiaporan [Pelaksanaan Reviu LKPD 303176000 1 okumen aporan _[Pendorong T Peningkatan kapasias dan Kompetens SOV T [pendorong T Peningkatan kapasitas dan kompetens SOM T [pendorong [ Paningkatan kapasitas dan kompetensi SOM 57 [pendorong:

Keuangan Hosil Reviu Kabupaten Temangaung HosilReviu Loporan |1 Beberapa revi telah menggunakan apikas (dolam Tim 1. Beberapa reviu telah menggunakan aplikasi; [dalom Tim ; 1. Beberapa reviu telah menggunakan aplikasi; dalam Tim 1. Beberapa reviu telah menggunakan aplikosi;
Loporan Keuangan 2 s |2 2 2 2 2 google drive;
Keuangan 3 3 3 tuk penugasan; 3 Komunikasidan Koordinasi yang baik dengan

Perangkat Dacrah terkat, 3. Untuk penugasan yang melibatkan beberapa [Perangkat Daerah terkait. 3 3.
pengh (0PD, dilaksanakan rapat koordinasi sebelum lPenghambat (0D, dilaksanakan rapat koordinasisebelum Penghambat (0P, dilaksanakan rapat koordinasisebelum Penghambat
1 Penugasan yang tumpang tindih dengan beberapa |penugasan; 1 Penugasan yang tumpang tindih dengan beberapa |penugasan; 1.Penugasan yang tumpang tindih dengan beberapa |pengasan; 1 Penugasan yang tumpang tindih dengan beberapa
lpenugasan lain; 4 Pembagian penugasan internal tim don lpenugasan lain; Pembagian penugasan internal tim dan penugasan lin; 4 Pembagian penugasan internal tim dan penugasan lin;
2 uar PRPT; 2 Iuar PROT; = ; 2 penug 3
lpenyelesaian aporan tepat waktu; lpenyelesaian aporan tepat waktu; penyelesaian aporan tepat waktu;
5. Meningkatan koordinasi dan komunikasi baik 5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik 5. Meningkatkan koordinasidan komunikas! baik
internaltim maupun eksternal dengan D terkait internal tim maupun eksternal dengan P terkait internal tim maupun ekstenal dengan PD terkait
lpemenuhan dokumen melal media T lpemenuhan dokumen melalui media . lpemenuhan dokumen melalui media T
& laporan _|Pelaksanaan Audit Kinerja 500,000,000 EEE S w petatihan 3 E petatinan = w T E) 7
Hasil o Hasil Pengawasan [Berjenjang oleh Inspektur Ipenghitungan pekerjaan fsik [Berjenjang leh Inspektur Ipenghitungan pekerjaan fsik Berjenjang oleh Inspektur lpenghitungan pekerjaan fisik Berjenjang oleh nspektur
Pengawasan Desa Penghambat : Belum semua pemeriksa memiliki lPenghambat :Belum semua pemeriksa memiliki Penghambat : Belum semua pemeriksa memilik Penghambat : Belum semua pemeriksa memiliki

[rambahan.
|Audit Kerjasama Daerah, Auit
UMD dan Aucit dengan
[Tjuan tertentu, Reviu &
purchasing dan Reulu P3DN (5
Laporan)

[keahiian dalam menghitung pekerjaan fisik

[keahlian dalam menghitung pekerjaan fisik

[keahlian dalam menghitung pekerjaan fisik

keahlian dalam menghitung pekerjaan fisik




5 Dokumen _[Pelaksanaan Monitoring dan 1,000,000,000 Bokumen Tindak _[Pendorang T Perlu dilaksanakan LARWASDA yang sinya [Pendorong: T Pertu dilaksanakan LARWASOA yang sinya Pendorong: [ Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya Pendorong:
Evaluasi Tindak Lanjut [Hasi Monitoring valuasiTindak Laniot Hasil Lanjut Hasil 1 L 1 1
Hasil Pemeriksaan BPK|dan Evaluasi Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak| Pengawasan
Rl dan Tindak Laniut [Tindak Lanjut Laniut Hasil Pemeriksaan APIP 2 it 2.Keinginan PD untuk segera menyeleseikan TL  |vang diperiksa; 2 s 2. Keinginan PD untuk segera menyeleseikan TL
Hasil Pemeriksaan  [Hasil 2 2 temuan untuk perbaikan organisas; 2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang temuan untuk perbaikan organisasi;
apip 3 Adanya 3. Adanya 3. Adanya 3. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang
Rl dan Tindak 3 ” 3.Diperluk ogr 3
Lanjut Hasil lanjut pada Obrik;
Pemeriksaan 4. Tersedianya anggaran untuk melaksanakar 4, Tersedianya anggaran untuk melaksanakan 4. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan 2 Tersedianya anggaran untuk melaksanakan
[kegiatan pemantauan tindak lanut hasi temuan [kegiatan pemantauan tindak lanut hasil temuan egiatan pemantauan tindak lanut hasil temuan Kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan
lpemeriksaan; lpemeriksaan; pemeriksaan; pemeriksaan;
5. Adanya Kinik konsultasi yang membuka pelayanan 5. Adanya linik konsultasi yang membuka pelayanan
lkonsultasidari Obyek yang diperi [konsultasi dari Obyek yang diperiksa. onsultas dari Obyek yang diperiksa. onsultasi dari Obyek yan diperiksa.
Penghambat lPenghambat lPenghambat Penghambat
1 f 1. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan 1 kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan
luntuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil [untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil Juntuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil
lpemeriksaan lpemeriksaan lpemeriksaan pemeriksaan
2. Temuan pemeriksan terkalt kebijakan lama 2. Temuan pemeriksan terkait kebijakan lama 2. Temuan pemerksan terkat kebijakan lama 2. Temuan pemeriksan terkait kebijakan lama
ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan ditidaklaniuti dikarenakan proses perubahan ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan
[kebijakan yang memerlukan waktu [ebijakan yang memerlukan waktu kebijakan yang memerlukan waktu kebijakan yang memerlukan waktu
3.Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil 3.Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil 3.Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil 3. Progres hasi pemantauan tindak lanjut hasil
temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi
4. SOMAPIP kurangterbatas 4. SOM APIP kurang/terbatas 4SO APIP kurang/terbatas 4. SOMAPIP kurang/terbatas
enyel 1,200,000,000
per
[Tujuan Tertentu
[Penanganan [rumian Laporan Tiaporan Pelaksanaan penanganan 0,000,000 NI N [Pendorong 1-Pertunya dladakan form sosallsas terkait INIHIL (sudah dilaksanakan] INIHIL (sudah dilaksanakan] NIHIL (sudah dilaksanakan]
Penyelesaian Penyelesaian Penyelesaian Kerugian Hasil Pemeriksaan 1 kerugian
Kerugian rugian egara/Daerah
ljumiannya [Pemerintahan sampai dengan lembaga - lembaga
lvang Ditangani kegiatan di
Inegara atau pegawai negeri lPemerintah
[Penghambat 2. Peningkatan kompetensi Sumberdaya mulai dari
1p it
berbelit belit.
[2.Penyelidikan dan penyidikan yan tidak maksimal
[dapat menghambat pengembalian kerugian
[keuangan negara.
3. Keterbatasankompetensi auditor, keterbatasan
sarana prasarana dan anggaran dalam melakukan
lpemeriksaan di tempat dapat menghambat
lpelaksanaan audit.
12 Laporan Pelaksanaan Audit 600,000,000 Laporan Hasil Audit_[Pendorang T Membangun Komunikasi yang sfatnya [Pendoron T Membangun Komunikasi yang sfatnya Pendorong 1 Peningkatan kompetensi SOM untuk 3[Pendorang
Tujuan Tertentu ~|Hasil Investigasi/Penyelesaian 1 Komitmen Manajemen & it melal i 1 HPS sesuai
Pengawasan Kerugian Negars/Dacrah/ aian Kerugian :
Dengan Tujuan Penanganan Aduan/Audit katkan komunikasi yang interaktif terhambat akses data atau kewenangan. 2. Meningkatkan komunikasi yang interaktif terhambat akses data atau kewenangan. Pelatihan Teknis 2. Tersedianya data yang akurat dan relevan pada
[Tertentu Knusus/POTT, Probity Audit, Penanganan [2.50P audit investigatif yang elas. lkepada auditi bak pada saat pelaksanaan 12.50P audit investigati yan jelas [kepada auditi baik pada saat pelaksanaan 2.50P audit investigati yan jelas 2. Membangun Komunikasi yang sifatnya penyusunan Dokumen perencanaan dan HPS
|Audit Kinerja, Audit P, Reviu |Aduan/Audit . P 3k b 3. Kompetensi & P melalui 3. APIP memiliki kemampuan anaisi isiko dan
HPS Referensi Harga, Khusus/POTT, i dalam bidang investigatif dan pengawasan dengan |pengawasan. i dalam bidang investigatif dan pengawasan dengan |pengawasan. dan it kewaiaran harga
pendampingan hukum Laporan Hasil Prabitytwjuan tertentu. 3. Sosialisasi dan pendampingan dalam tujuan tertentu 3. Sosialisasi dan pendampingan dalam ftujuan tertentu. 3. Meningkatkan komunikasi yang interaktif /4. Dokumentasi Perencanaan hingga pelaksanaan
i Hasil |2 o » . kepada auditi pengadaan yang lengkap
|Auit Kineria, e 2. 0p dan pihak i . 1P dan pihak i Teknologi
Laporan Hasil Audit 5. Koordinasi dan komunikasi yang baik dan efektif  [pengawasan. 6. Koordinasi dan komunikasi yang baik dan efekif
P, Laporan Hasil |pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan 5. Penguatan pelaksanaan antara APIP dan Auditee. 4.Sosialisasi dan pendampingan dalam antara APIP dan Auditee.
Reviu HPS/Referensi|pengadaan barang/jasa efisien dan efekif (3t) [pengadaan barang/jasa lpeningkatan akuntabilitas dan transparansi
oo 6. Adanya tuntutan peningkatan akuntabiltas kinerja 6. Adanya proyek strategis atau prioritas daerah yang. lPenghambat 5. Optimalisasi sinergisitas antara APIP dan pihak Penghambat
lpemerintah daeral Imemerlukan pengawasan bih ketat. i 1. Data dukung yang diberikan auditee tidak lengkap
Penghambat [Penghambat lgerak audit menia terbatas. dantidak relevan
1. Akses data dan bukti audit terbatas. 1. Akses data dan bukti audit terbatas 2. Independensi auditor lemah 2. Keterbatasan waktu reviu HPS sebelum tender
12.Budaya yang tidak mendukung 2.Budaya yang tidak mendukur 3. Akses data dan bukti audit terbatas sering membuat hasiltidak optimal dan hanya
transparansi/akuntabilitas transparansi/akuntabilitas 4. Budaya yang tidak mendukung bersifat administratif
3. Kurangnya pemahaman auciti terhadap audit 3. eterbatasan kompetensi auditor di bidang P8I firansparansi/akuntabilitas 3. Akses informasi pengadaan barang/jasa terbatas
Kineria /4. Wakty keterlibatan APIP dalam Probity audit
fterlambat sehingga fungsi preventif atas Probity
audit kurang maksimal.
5. Kurangnya dukungan manajemen auclitee dalam
pemenuhan data atau dokumen yang dibutuhkan
[Program Perumusan 3,650,000,000
Kebijakan,
Pendampingan dan
|nsistensi
Perumusan Kebijak: 750,000,000
[Teknis di Bidang.
Pengawasan da
Fasilitasi Pengawasan
[Perumusan Kebijakan [Jumian T Rekomendasi_[Pelaksanaan kegiatan rakor 750,000,000 1 Faktor Pendukung : Adanya Tim Peryusun PKPT
[Teknis i Bidang ~|Rekomendasi pengawasan nasional regional, P e mengingat Faktor Penghambat : Permendagri tentang
Pengawasan Kebijakan Teknis sk PKPT dan penyusunan SK l1awa Tengah PpT Renbinwas sebagai pedoman penyusunan PKPT
di Bidang Bupati tg Renbinwas dan PKPT evaluasi Regi 2 Inspektorat fterlambat terbit, evaluasi Register Risiko teriambat
Pengawasan P dilaksanakan sehingga menghambat penyusunan
Ivang Disusun PKPT berbasisrisiko. draft Permendagritentang Renbinwas. PRPT berbasisrisiko
[Pendampingan dan 2,900,000,000
|nsistensi
Koordinasi, [iumla Kegiatan Thegiatan _|Kegiatan Sosialisasi 1,300,000,000 Laporan Hasi 1 MCSP KPK 1NCP KPR [P RPK [P RPK MCP KPK 1P KPK
[Monitoring Dan Koordinasi, |Antikorupsi, Koordinasi Kegiaton Faktor Pendukung: - -Secara terus menerus melakukan koordinasi Faktor Pendukung -Secara terus menerus melakukan koordinasi Faktor Pendukung
Evaluasi Serta Monitoring dan percepatan pemenuhan MCSP Bupati tentang Tim MCP [kepada PICKPK RI -Telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP [kepada PICKPK RI -Telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP epada PICKPK RI “Telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP
Verfikasi Pencegahan [Evaluasi serta KPK, Pelaksanaan Hakordia, Kabupaten Te [Kabupaten Te Kabupaten Te Kabupaten Temanggung, sehingga koordinasi dan
IDan Pemberantasan  |Verifikasi Pendampingan Penilaian IEPK P KoK [komunik P KPR omunik P KPK komunikasi antar Perangkat Daerah dalam upaya
Korup: Pencegahan 2 ki 2 % lpemenuhan indikator dalam MCP dapat dilaksanakan
jan (dengan baik. -Velaksanakan asistensi kepada Desa Antikorupsi (dengan baik. Melaksanakan asistensi kepada Desa Antikorupsi dengan baik. Melaksanakan asistensi kepada Desa Antikorupsi dengan bai
Pemberantasan
psi i Dacrah terkait sehingga dapat mempercepat proses
lpemenuhan 3.Sosiaisasi Antikorupsi lpemenuhan 3.Sosialisasi Antikorupsi lpemenuhan 3.Sosialisasi Antikorupsi pemenuhan
Faktor Penghambat: o o Melibatkan Penyuiuh Antikorupsi dalam setiap Faktor Penghamba:
-PICMCP KeK pencegahan korupsi -PIC McP KeK -PICMCP KPK -PICMICP KPK kurang responsive dalam menjawab
Saber Pungli Saber Pungli Saber Pungli
-PIC Perangkat Daerah terkait juga merangkap jabatan 1 tahun PIC Perangkat Dacrah terkait juga merangkap jabatan|1 tahun -PIC Perangkat Dacrah terkait juga merangkap jabatan|1 ahun -PIC Perangkat Daerah terkait juga merangkap jabatan
& & 2 ekerjaan |- "
lsangat tinggi lkepada sangat tingai dan terjadi keterlambatan [kepada Tim Satgas Saber Pungli sangat tingi dan terjadi keterlambatan kepada Tim Satgas Saber Pungli keterlambatan
5. Hakordia 5. Hakordia 5. Hakord

|- Mempersiapkan dan mengkoordinasikan
[kegiatan lebih awal

|- Mempersiapkan dan mengkoordinasikan
[kegiatan lebih awal

- Mempersiapkan dan mengkoordinasikan
kegiatan lebih awal

[2-Pendampingan Desa Antikorupsi
Faktor Pendorong:

|-Telah terdapat SK Tim Pendamping dan Penilai Desa
|Antikorupsi Tingkat Kabupaten yang melibatkan
Dinpermades dan Kominf

-perangkat Desa dan masyarakat mendukung adanya
[program desa antikorupsi

Faktor Penghambat

-Perangkat desa belum sepenuhnya memahami
findikator dalam pembangunan desa antikorupsi
Kegiatan pencegahan antikorupsi telah dilaksanakan
Inamun belum didukung oleh pendokumentasian
[van rapi dan tertib.

[2-Pendampingan Desa Antikorupsi
[Faktor Pendorong:

|Telah terdapat SK Tim Pendamping dan Penilai Desa
|Antikorupsi Tingkat Kabupaten yang melibatkan
[Dinpermades dan Kominfo

-Perangkat Desa dan masyarakat mendukung adanya
lprogram desa antikorupsi

[Faktor Penghambat:

-Perangkat desa belum sepenuhnya memahami
findikator dalam pembangunan desa antikorupsi
|Kegiatan pencegahan antikorups telah dilaksanakan
Inamun belum didukung oleh pendokumentasian

2-Pendampingan Desa Antikorupsi
Faktor Pendorong:

Telah terdapat SK Tim Pendamping dan Penilai Desa
|antikorupsi Tingkat Kabupaten yang melibatkan
[Dinpermades dan Kominf

-Perangkat Desa dan masyarakat mendukung adanya
rogram desa antikorupsi

Faktor Penghambat:

-Perangkat desa belum sepenuhnya memahami
indikator dalam pembangunan desa antikorupsi
Kegiatan pencegahan antikorups telah dilaksanakan
Inamun belum didukung oleh pendokumentasian

2 Pendampingan Desa Antikorupsi
Faktor Pendorong:

Telah terdapat SK Tim Pendamping dan Penilai Desa
|Antikorupsi Tingkat Kabupaten yang melibatkan
Dinpermades dan Kominfo

-Perangkat Desa dan masyarakat mendukung adanya
program desa antikorupsi

Faktor Penghambat:

-Perangkat desa belum sepenuhnya memahami
indikator dalam pembangunan desa antikorupsi
Kegiatan pencegahan antikorupsi telah dilaksanakan
namun belum didukung oleh pendokumentasian




3. Sosialisasi Antikorups

Faktor Pendoror

|-Telah didukung oleh regulasi antikorupsi baik

lberupa Undang-Undang, Peraturan Bupat, Surat

Edaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

[Telah memiliki Sekretariat Penyuluh Antikorupsi

[vang ditetapkan dengan SK Bupati

-Merupakan salah satu indikator dalam MCP KPK

Faktor Penghambat

[-umlah Penyuluh Antikorupsi masih terbatas dan

tersebar pada Perangkat Daerah serta instansi
ertikal

Kurangaya partisipasi masyarakat dalam ikut

| mencegah korupsi dengan berani melaporkan atau

Imemanfaatkan saluran aduan.

3. Sosialisast Antikorupsi
[Faktor Pendorong:

|-Telah didukung oleh regulasi antikorupsi baik
lberupa Undang-Undang, Peraturan Bupat, Surat
[Edaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

[-Telah memiliki Sekretariat Penyuluh Antikorupsi
[vang ditetapkan dengan SK Bupati

-Merupakan salah satu indikator dalam MCP KPK
[Faktor Penghambat:

[-umlah Penyuluh Antikorupsi masih terbatas dan
tersebar pada Perangkat Daerah serta instansi
vertikal.

Kurangnya partsipasi masyarakat dalam ikut
[mencegah korupsi dengan berani melaporkan atau
Imemanfaatkan saluran aduan

3. Sosialisasi Antikorupsi

Faktor Pendorony

Telah didukung oleh regulasi antikorupsi baik

lberupa Undang-Undang, Peraturan Bupati, Surat

[Edaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

Telah memiliki Sekretariat Penyuluh Antikorupsi

vang ditetapkan dengan SK Bupati

Merupakan salah satu indikator dalam MCP KPK

Faktor Penghambat:

-Jumlah Penyuluh Antikorupsi masi terbatas dan

tersebar pada Perangkat Daerah serta instansi
ertikal

Kurangnya partsipasi masyarakat dalam ikut

Imencegah korupsi dengan berani melaporkan atau

Imemantaatkan saluran aduan

3. Sosialisasi Antikorupsi
Fakior Pendorong:

“Telah didukung oleh regulasi antikorupsi baik
berupa Undang-Undang, Peraturan Bupati, Surat
Edaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
Telah memiliki Sekretariat Penyuluh Antikorupsi
|yan ditetapkan dengan SK Bupati

Merupakan salah satu indikator dalam MCP KPK
Faktor Penghambat:

-Jumlah Penyuluh Antikorupsi masih terbatas dan
tersebar pada Perangkat Daerah serta instansi
|vertikal

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut
mencegah korupsi dengan berani melaporkan atau
memanfaatkan saluran aduan.

[4-Peringatan HAKORDIA
Faktor Pendorang:

Terapat el yong el dlom pelksanasnys
lberupa Surat Edaran KPK-

-Didukung oleh sinergi sl saaoldar
|dalam upaya pencegahan antikorupsi

nifai-nilai antikorupsi semakin tersosiaisasikan.
Faktor Penghambat
Kegiatan belum didukung dengan anggaran yang

emadai
Kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun sehingga
terjadi overiaping pekerjaan

Kegiatan belum dapat menjangkau ke seluruh

| masyarakat Kabupaten Temanggung, baru pada
[sebaga wilayah saja

[4-Peringatan HAKORDIA
[Faktor Pendorong:

Terdapat regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya
lberupa Surat Edaran KPK RI

-Didukung oleh sinergi dar selurun stakeholder
|dalam upaya pencegahan antikorupsi

nilai-nilai antikorupsi semakin tersosialisasikan.
[Faktor Penghambat:
-Kegiatan belum didukung dengan anggaran yang

emadai
Kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun sehingga
terjadi overlaping pekerjaan

Kegiatan belum dapat menjangkau ke seluruh
Imasyarakat Kabupaten Temanggung, baru pada
sebagai wilayah saja.

[a-Peringatan HAKORDIA
Faktor Pendorong:

Terdapat regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya
lberupa Surat Edaran KPK RI

-Didukung oleh sinergi dar seluruh stakeholder
dalam upaya pencegahan antikorupsi

nila-nilai antikorupsi semakin tersosialisasikan.
Faktor Penghambat:
-Kegiatan belum didukung dengan anggaran yang,

imemadai
Kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun sehingga
[terjadi overlaping pekerjaan

-Kegiatan belum dapat menjangkau ke seluruh
Imasyarakat Kabupaten Temanggung, baru pada
sebaga wilayah saje.

@ szmz:nnHAKoRDlA
Faktor Pend

erdaporegto yongjelsdolam pelossnsonnys
berupa Surat Edaran KPK Rl

-Didukung oleh sinergi St el sstabolder
dalam upaya pencegahan antikorups

nila-nilai antikorupsi semakin tersosialisasikan.
Faktor Penghambat:

~Kegiatan belum didukung dengan anggaran yang.
memadai

Kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun sehingga
fteriadi overlaping pekerjaan

Kegiatan belum dapat menjangkau ke seluruh
masyarakat Kabupaten Temanggung, baru pada
sebagai wilayah saja.

Pendampingan, iah 6 Perangkat _|Kegiatan Pendampingan Zona 1,000,000,000 CEE i i @ i WBK/WBBM [1. Perb gt 3 z 1 Pem 1. Pembangunan Zona Integritas menuju WK/WEBM
sistensi, Verifikasi, |Perangkat Dacrah Integritas, Evaluasi Reformasi Kegiatan Faktor Pendorong: WeK/wBEM Faktor Pendoron; WeK/wBBM Faktor Pendoron; WK/ WBBM Faktor Pendoron;
an Penilaian aerah yang Birkasi, Pendampingan Desa PAN dan R Nomor intensit -eraturan Mentert 10Tahun 10Tahun 2019
Reformasi Birokrasi | Dilakukan prarsps, Koordins PAN dan Wenteri PAN dan Menteri PAN dan
pendampingan, nuhan Dokumen 6 Nomor 52 Tah IR8 Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman sebagai Zona Integritas RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman sebagai Zona Integritas 8 Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pecoman
sistens, mias P Wy 91 dalam Wilayah Bebas 91 dalam 1 dalam Pembangnan Zona Integitas Menuju Wilayah Sebas
\Verifikasi, dan Bersih o ar oari egiatan2 Dari Korupsidab Wilayah Birokrasi Bersih dan
Penlaia elayani Melayan ; Melayani ; Dilaksanakan sosalisasi kepada Perangkat Daerah Melayani;
Reformasi 1 4 ] Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;
Birokrasi Faktor Penghambat Faktor Penghamoat: Faktor Penghamoat: Faktor Penghambat:
2. Evaluasi - Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan
-Mendorong perangkat daerah dalam upaya
3 e e Jadwal yang -Proses pembangunan Zona Itergritas
membutubkan pendalaman dan pengembangan
informasi informasi; informasi; informasi
Adanya mutasi pegavi 3 Kapabilitas APIP Adanya mutasi pegavai 3 Kapabilitas APIP -Adanya mutasi pegawai 3 Kapabiltas APIP -Adanya mutasipegavai
pay; P 2. Evaluasi alom upaya 2. Evaluasi BB Ex-Ante dan On Going
[pemenuhan tindaklanjut maupun indikator dalam [pemenuhan tindaklanjut maupun indikator dalam lpemenuhan tindaklanjut maupun indikator dalam
setiap elemennya. setiap elemennya. setiap elemennya.
2 Reformasi irokrasi 2 Reformas Birokrasi 2 Roformasi Birokrasi 2 Reformasi Birokras
Faktor Pendor Faktor Pendoron: Faktor Pendorong: Faktor Pendoron;
capatinrs antors T Reformas Bickasyang rdapat sinergi antora Tim Reformasi irokrasiyang Terdapatsinergiantara Tim Reformasi Birokrasi yang tara Tim .
telah ditetapkan dengan SK Bupati telah ditetapkan dengan SK Bupati telah ditetapkan dengan SK Bupati teloh ditetapkan dengan SK Bupati
-Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan desk -Telah dilaksanaten rapat koordinasi dan desk Tl dilaksanakan rapat koorcinasi dan desk Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan desk
(dengan melibatkan Tim Kabupaten maupun denganmelbatan T abugaten maupun engn mallstan i Kapuparn mavpin (dengan melibatkan Tim Kabupaten maupun
Peranghat Daerah terkait lPerangkat Daerah terkai Perangkat Daerah terkai Perangkat Daerah teriait
Terdapat Roadmap RS Tahun 2024-2026sebagai A — A — Terdapat Roadmap RB Tahun 2024-2026 sebagai
lpedoman pelaksanaan 8 lpedoman pelaksanaan A& pedoman pelaksanaon RB edoman pelaksanaon R
Faktor Penghambat: Faktor Penghambot: Faktor Penghambat: Faktor Penghambat:
-Perangat Daerah belum tepat waktu dalam -Perangkat Daerah belum tepat waktu dalam -Perangkat Daerah belum tepat waktu dalam perangkat Daerah belum tepat waktu dalam
Imelaporkan pemenuhan bukt dukung triwlan baik Imelaporkan pemenuhan bukt dukung triwulan baik melaporkan pemenuhan bukt dukung trwulan baik melaporkan pemenuhan bukt dukung triwulan baik
terhadap R general maupun A8 temaiik 8 temaik.
3 Kapabilitas APIP 3 Kapabiltas APIP 3 Kapabiitas APIP 3 Kapabiltas APIP
Faktor Pendoron Faktor Pendoron Faktor Pendoron Faktor Pendoron
Telah ditetapkan Satgas Kapabilitas APIP di Telahditetapkan Satgas Kapabilitas APIP di Telah ditetapkan Satgas Kapabilitas APIP i Tl ditetapkan Satgas Kapabiltas APIP i
Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan 5K Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan SK Inspektorat Kabupaten Temangaung dengan SK Inspektorat Kabupaten Temangaung dengan SK
Inspektor inspektur nspektur nspektur
-Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasisetiap -Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi setiap “Telah dilaksanakan monitoring dan evaluas! setiap “Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi setiap
lbulan terhadap pemenuhan elemen Kapabilitas APIP lbulan terhadap pemenuhan elemen Kapablitas APIP lulan terhadap pemenuhan elemen Kapablitas APIP bulan terhadap pemenuhan elemen Kapabilitas APIP
-Pemenuhan dikiat/bimiek dan pengembangan -Pemenuha dikiat/bimiek dan pengembangan remenuban itk npegsrmbangsn -Pemenuhan diklat/bimtek dan pengembangan
apasitas bagi APIPdan P2UPD apasitas bagi APIPdan P2UPD apasitas bagi APIP dan P apsis g AP 6 2D
Faktor Penghambat: Faktor Pengh Faktor Penghamoat: Faktor Penghamt
| Masih terdapat keterlambatan dalam pemenuhan Masih terdapat keterlambatan dolam pemenuhan Masih terdapat keterlambatan dalam pemenuhan s erdopbetrtambotan dlampemenshon
elemen. elemen elemen elemen.
Terbitnya regulasi baru dari BPK tentang New
Kapabititas APIP dengan penyedehanaan clemen
Imenjadi s elemen. Berubahnya standar peniaian
lebih kepada dampak pengawasan terhadap
perbaikan tta kelols bukan sekedar
lpemenuhan/ketercukupan dokumen
Pendampingan, [1umiah ae[perangkat [Penlaian Mandin dan 0000 % ) 0 T %L L 3L penioian 0 Penjaminan Kualitas
|nsitensid perangkat lpaeran Penjaminan Kualitas P, Kegiatan lpenyusunan rencana Tindak Pengendalian secara it Fenysergrn PP
|Verifikas Penegakan [Daerah yang Evaluasi AR, Evaluasi RTP, e v e
ntegitos Dilakukan Evaluasi MR - Terkait Terkait Terkait semua perangkat daerah memahami penyusunan eah trdapat Perda danPerbup Teroi
pendampingan, pelaksanaan SPIP sk Register dan RTP; pelaksanaan SPIP Risk Register dan RTP; pelaksanaan SPIP Risk Register dan RTP; pelaksanaan SPIP
[Asistensi  dan -Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang 2.Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas 59 Tahun 2010, tent 2 PIp atas Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang 2.Perlu dilakukan evaluasioleh APIP atas -Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang
Verificasi Tindak Pengendalian; ; ; Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
pencgakan Temanggung |3, Temanggung |3, lPemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung | 3. Perlu dilakukan Self Assesment atas Pemerintan di Lingkungan Pemkab Temanggung
integitos Tah Tah Kabupaten Tah abupaten -erbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk.
Ixsetahun) Ixsetahun) Ixsetahun) pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian

Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan
[pemkab.

Faktor Penghamba:

- Belum semua Perangkat Daerah dan personil
[mengertiakan pentingnya SPIP;

- Pergeseran/ mutasi pegawai menghar

penyusunan fencana i Pengenctan Pevanskal
Daerah (RTP) sehingea diperlukan refresh atas
linformasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
A0 belum dapt mngelus stas pelakssnson

[“Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah “SP1

[kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
[pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
[keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
lorganisasi melalui kegiatan yang efekif dan efisien,
[keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

[negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

4
[dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan
[SPIP kepada OPD

lpemkab.
[Faktor Penghambat:

- Belum semua Perangkat Daerah dan personil
[mengerti akan pentingnya SPIP;

- Pergeseran/ mutasi pegawai mengh:

lpenyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat
[Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas
informasiterkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
|-APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan
SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan
terbatasnya sumber daya manusia

[“Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah “SPI

[kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
[pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
[keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
Jorganisasi melalui kegiatan yang efekif dan efisien,
[keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

[negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

a
[dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan
SPIP kepada OPD

pemkab
Fakior Penghambat:

- Belum semua Perangkat Daerah dan personil
Imengerti akan pentingnya SPIP;

- Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat
lpenyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat
[Daerah (RTP) sehingea diperlukan refresh atas
informasiterkait SPIP kepada Perangkat Darah;
-APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan
SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan
terbatasnya sumber daya manusia

[“Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008,
tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah “sPI
Jadalah proses yang integral pada tindakan dan
egiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
lpimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
eyakinan memada atas tercapainya tujuan
Jorganisasi melalui kegiatan yang efekif dan efisien,
[keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

Inegara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

a
ldan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan
SPIP kepada OPD

pemkab
Fakior Penghambat:

- Belum semua Perangkat Darah dan personil
mengerti akan pentingnya SPIP;

- Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat

Daerah (RTP) sehingea diperlukan refresh atas
informasi terkait SPIP kepada Perangkat Dacrah;
-APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan
SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan
fterbatasnya sumber daya manusia

Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah "sPl
adalah proses yang integral pada tindakan dan
egiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memada atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efekif dan efisien,
eandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

Inegara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-




|undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan
lgabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan
Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater
lpenilaiannya bertambah/berkembang

terus menerus dalam proses maintenance sehingsa
[belum dapat imanfaatan secara optimal

[undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan
lgabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan
[Korupsi dan Kapabilitas APIP schingga paramater
Ipenilaiannya bertambah/berkembang.

terus menerus dalam proses maintenance sehingga
lbelum dapat dimanfaatkan secara optimal

[undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan
abungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan

[Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga paramater

penilaiannya bertambah/berkembang.

-Aplikasi e-Integity yang dikembangkan oleh BPKP RI

terus menerus dalam proses maintenance sehingga

lbelum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Jundangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan

penilaiannya bertambah/berkembang.

-Aplikasi e-Integity yang dikembangkan oleh 82KP RI
terus menerus dalam proses maintenance sehingga
belum dapat dimanfaatkan secara optima.

8,003,176,000

NIP.19661211984031005




Pemecahan Masalah

Monev.
Triwulan IV

T Perlu Gadakan Bimtek dan pendampingan

peranghat daerah memaham penyusunan Risk Register
dan RTP;

2.Perly diakukan evaluas oleh APIP atas pelaksanaan
Rencana Tindak Pengendalan;

3. Perlu diakukan Sef Assesment atas pelaksanaan
maturitas SPIPdi Kabupaten Temanggung secara rutn
Ixsetahun)

4. Perlu diksanakan sosialsasi, pendampingan dan
Bimick tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP
kepada OPD

3077

1) Peningkatkan kompetensi auditor investigasi
lvang mendukung.

penugasan pengukuran IEPK.

2) Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi
|dengan upaya

peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2
3)Sosialisas dan pemahaman ke K/L art penting
pencegahan

Korupsi yang efektifdan IEPK menadi dasar bagi
perbaika

tata kelola, peningkatan efekiivitas manajemen
risiko dan

pengguatan pengendalian ant korupsi.




1) Peningkatkan kompetensi auditor investigasi 300
lvang mendukung penugasan pengukuran IEPK.
2) Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi
|dengan upaya peningkatan matritas SPIP dan

(ae1P).
3) Sosialisasi dan pemahaman ke K/L artipenting
pencegahan korupsi yang efekif dan IEPK
menjadi dasar bagl perbaikan tata kelola,

pengguatan pengendalian anti korupsi

BES

1 Memperbaiki dokumen perencanaan dengan | 78.15
menambahkan informasi crosscuting

2 Mendokumentasikan rapat capaian monev
triwulan atau semesteran yang dipimpin oleh
inspektur

3. Mendokumentasikan rapat mengenai aporan
kinerja

Ninil o

1. melaksanakan peningkatan kompetensi 0
terhadap Auditor dan PPUPD;

2. melaksanakan PKS bersama Inspektorat
Kab/Kota lain yang telah selesai reviu Renstra
|dengan aplikasi e-Reviu dari Mendagri;

/3. meningkatkan komunikasi dan koordinasi
|dengan OPD melalui kegiatan fasilitas atau
pendampingan pengawasan;

/4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi
|dengan BAPPEDA selaku fasilitator OPD pada
penyusunan Renstra

1 Peningkatan kapasitas dan kompetens SOM &
(dalam Tim ;

2. Rencana penugasan dimasukkan dalam PKPT
Juntuk meminimalisir tumpang tindih penugasan;
3. Untuk penugasan yang melibatkan beberapa
|0PD, dilaksanakan rapat koordinasi sebelum
penugasan;

4.Pembagian penugasan internal tim dan
mengoptimalkan waktu penugasan sebagai upaya
penyelesaian laporan tepat waktu;

5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik
internal tim maupun eksternal dengan PD terkait
pemenuhan dokumen melalui media T

Pemeriksa diusulkan untuk mengikutl pelatinan 5
penghitungan pekerjaan fisik




1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya
memaparkan hasil temuan dan tindaklanit dari
|obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek
[vang diperiksa;

2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang
penyelesaian tindak lanjutnyalama;

3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres.
[Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan

NIHIL (sudah dilaksanakan)

1 Perlu dirumuskan pelaksanaan reviu HPS yang,
|ebih efekf dan efisien antara bidang Pengadaan
Barang/Jasa (UK PBI) dan Inspektorat

2. Perlu dilakukan penyamaan persepsi antara
|APIP dan Auitee atas fungsi assurance pada
probity Audit

/3. APIP mendapat akses sistem informasi
pengadaan barangljasa

/4. Optimalisasi sinergisitas antara APIP dengan
pihak eksternal (kejaksaan) atas fungs
pendampingan hukum proses pengadaan
barang/jasa.

1 Evaluasi Register Risiko agar dilaksanakan tepat
[waktu dan dipersiapkan aplikasi mengingat
levaluasi dilaksanakan setiap tahun

/2. Koordinasi dan komunikasi dengan Inspektorat
Prov. Jateng untuk mendapatkan informasi atau
ldraft Permendagi tentang Renbinwas.

L MCP KPK
|-Secaraterus menerus melakukan koordinasi
kepada PIC KPK RI

|-Mendorong Perangkat Daerah dalam proses
percepatan pemenuhan MCP kP

/2. Pendampingan Desa Antikorupsi
|-Melaksanakan asistensi kepada Desa Antikorupsi
-Mendorong kepada desa untuk melaksanakan
pemenuhan indikator desa antikorupsi

3. Sosialisasi Antikorupsi

|-Melibatkan Penyuluh Antikorupsi dalam setiap
kegiatan mengedukasi pencegahan korupsi

/4. Saber Pungli

|- Membuat timeline penjadwalan kegiatan selama
1tahun

|- Secara terus menerus melakukan koordinasi
epada Tim Satgas Saber Pungli

5. Hakordia

|- Mempersiapkan dan mengkoordinasikan
kegiatan lebih awal




1 Pembangunan Zona Integritas menuju
[wBK/weem

|-Dilakukan pendampingan yang lebih intensif
kepada Perangkat Daerah yang telah dicanangkan
[sebagai Zona Integitas

-Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam
rangka Sinkronisasi kegiatan 2!

[vang dicanangkan sebagai I

2. Evaluasi RB Ex-Ante dan On Going
|-Mendorong perangkat daerah dalam upaya
pencapaian target R8 sesual dengan jadwal yang.
telah ditentukan,

3. apabilitas APIP
|-Mendorong Satgas Kapabilitas APIP dalam upaya
pemenuhan tindaklanjut maupun indikator dalam
[setiap elemennya.

1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan
penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara
rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum
[semua perangkat daerah memahami penyusunan
Risk Register dan RTP;

2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas
pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;

3. Perlu dilakukan Self Assesment atas
pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten
[Temanggung secara utin ( 1 setahun)

4.Perlu dilaksanakan sosiallsasi, pendampingan
|dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan
[SPIP kepada OPD







